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TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELEN‘GGARAAN
PEMERINTAHAN DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

-

BUPATI LAMPUNG UTARA,

bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana
mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis,
sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat
terhadap kebijakan publik;

- bahwa masyarakat dijamin haknya untuk memperoleh

informasi publik sepanjang informasi publik yang
hendak diperolehnya tersebut bukan informasi yang
dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk
diberikan, atau diumumkan kepada masyarakat, karena
jika diberikan atau diumumkan akan membahayakan
kepada kepentingan publik atau meresahkan kehidupan
masyarakat;

bahwa keterbukaan informasi pubilik diarahkan kepada
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Lampung
Utara yang baik, yang memperhatikan nilai-nilai agama,

- moral dan sosial yang hidup dan berkembang di

Kabupaten Lampung Utara; .

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sc¢bagaimana
dimaksud dalam hurdf a, b dan c tersebut diatas, periu
membentuk Peraturan Bupati tentang Keterbukaan
Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Di Kabupaten Lampung Utara. "

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun _
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 57} tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat 1
Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1821);
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-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang
g?iﬁegaan I\%enyampaikan Pendapat di Muka Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3789);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentar}g
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886); -

Undang-Undang Nomor 40 Tehun 1999 tentang Pers
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3887);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286};

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

J
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lem.ba.ran
Negara Republik Indonesia Nomor 9558}, sebagaimana
telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 No 165,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No 4593)

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Dacrah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tehun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; °

Keputusain Presiden Nomor 74 Tahun 20C1 tentang Tata
Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pem>rintahan
Daerah; 3

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik;



Menetapkan

22,

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran
Daera%k%abupamn Lampung Utara Tahun 2016 Nomor

5).
MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG  KETERBUKAAN

.. INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3. _
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Lampung Utara.

Bupati adalah Bupati Lampung Utara.

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lampung Utara.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 'otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah,
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
Keterbukaan adalah kesediaan dan /atau tindakan
memberikan informasi dan/atau mengumumkan informasi
ke masyarakat.

. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan

tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan,
baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat,
didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai
kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik
ataupun non elektronik.

. Informasi Publik adalah informasi vang dihasilkan,

disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan
Publik dan Badan Publik Daerah yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan  negara  dan
pemerintahan daerah dan/atau penyelenggara dan
Penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain
yang berkaitan dengan kepentingan publik.

\ ) A
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Badan Publik Daerah adalah Pemerintah Dael:ah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang r.ncnjalankan
pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas—lugsnya dalar.n
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
scbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. .

Badan Publik Lainnya adalah Badan Usaha Milik .l?acrah
dan organisasi non pemerintah termasuk partai politik dan
badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya l?erkaltan
dengan penyelenggaraan negara yang berada di dacrah
sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan
masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dail diberi tugas
untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan
Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya. .

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disingkat PPID adalah pcjapat  yang
bertanggung jawab dalam pengumpulan,
pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan,
penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di
Pemerintahan Daerah.

. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang

menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati ini.

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau
Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permintaan
informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bupati ini.

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi
antara Badan Publik Daerah atau Badan Publik Lainnya
dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak
memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan
hukum atau Badan Publik Daerah serta Badan Publik
Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati
ini,

Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak
dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan
informasi sebagai Informasi yang dikecualikan berdasarkan
Peraturan Bupati ini.

Pengujian Konsekuensi adalah pengujian  tentang
konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan
kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara
scksama bahwa menutup informasi publik dapat
melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada
membukanya atau sebaliknya.

Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu tertentu

suatu informasi yang dikecualikan tidak dapat diakses oleh
Pemohon Informasi Publik.



BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas '

Pasal 2

(1) Setiap informasi publik bersifat terbuka c_ian_dapat di.akses ol_eh setiap
Pengguna Informasi Publik, kecuali informasi publik yang
dikecualikan.

(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat lfetat dan terl?atas.

(3) Setiap informasi publik harus ' dapat diperoleh seﬁap pemohon
informasi publik dengan mekanisme memperoleh informasi yang cepat
dan tepat waktu, biaya ringan dan secara sederhana. '

(4) Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan
Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada
pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi
diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan
seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi
kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3 !

Tujuan Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah adalah untuk memberikan dan menjamin hak

setiap orang untuk mendapatkan informasi publik dalara rangka:

a. menjamin hak setiap orang untuk mengetahui rencana dan proses
pengambilan keputusan publik serta alasan pengamibilan kebijakan
publik; o

b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan publik;

¢. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daecrah yang baik
yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan;

d. mendorong peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalam
memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan publik;

€. memastikan bahwa setiap orang mengetahui alasan kebijakan
publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; dan

f. meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK
SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK DAERAH DAN BADAN
PUBLIK LAINNYA
Bagian Kesatu
Hak Pemohon Informasi Publik

Pasal 4

(1) Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan
ketentuan Peraturan Bupati ini. *

(2) Setiap orang berhak:
a. melihat dan mengetahui informasi publik;

b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk
memperoleh informasi publik;dan
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c. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai
dengan Peraturan Bupati ini. . -

(3) Setiap gpemohon informasi publik :t)erhak mengajukan permintaan
informasi publik disertai alasan permintaan tersebut_.

(4) Setiap pemohon informasi publik berha}; menga.uukan. gugatan ke
pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapa?
hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati
ini.

Bagian Kedua
Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Pasal 5

(1) Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. _

(2) Pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber darimana ia
memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan
pribadi maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Hak Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya

Pasal 6

(1) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya berhak menolak
memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Bupati ini.

{(2) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya berhak menolak
memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan
Peraturan Bupati ini.

(3) Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik Daerah
dan Badan Publik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah: '

a. Informasi yang dapat membahayakan negara;

b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha
dari persaingan usaha tidak sehat;

¢. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; '

d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia Jabatan; dan

€. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau belum
didokumentasikan oleh Badan Publik. o

(4) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.inij.

Bagian Keempat
Kewajiban Badan Publik Daerah

Pasal 7

Badan Publik Daerah wajib:

a. menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana
diatur di dalam Peraturan Bupati ini;

b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan
dokumentasi untuk rnengelola Informasi Publik secara baik dan
efisien;

C. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional

layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan;



d. menetapkan dan memutakhirkan secara be.rkala Daftar Informasi
Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola; ‘

e. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan
tanggung jawab serta wewenangnya; . .

f. menyediglj(an sarana dan prasarana layanan Ir.xfo.rma.s1 Publik,

termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor

Badan Publik, serta situs resmi; v .

menetapkan standar biaya perolehan salinan Infot:mam P;ubhk;

menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan
informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

i. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh
Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;

j. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi
Publik sesuai dengan Peraturan Bupati ini serta menyampaikan
salinan laporan kepada Komisi Informasi Kabupaten; dan

k. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan
layanan informasi Publik.

Bagian Kelima
Kewajiban Badan Publik Lainnya

=g

Pasal 8

Badan Publik Lainnya wajib:

a. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi
Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon
Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai
dengan ketentuan Perundang-undangan;

b. menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak
menyesatkan; '

¢. membangun dan mengembangkan sistem Informasi dan
Dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan
efisien sehingga dapat diakses dengan mudah:

d. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan
tanggung jawab serta wewenangnya sesuai dengan ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku pada Badan Publik Lainnya;

€. membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang
diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;

f. pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf e antara lain
memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau
pertahanan keamanan negara; dan

g. dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana pada huruf a
sampai huruf d, Badan Publik Lainnya dapat memanfaatkan
sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

BAB IV
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN OLEH
BADAN PUBLIK DAERAH DAN BADAN PUBLIK LATINNYA
Bagian Kesatu
Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 9 I

(1) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya wajib mengumumkan
informasi publik secara berkala dan sesuai dengan siandar layanan

informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-
Undangan. ‘ '

1
\



(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} ac!alah:

a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik Daerah dan Badan
Publik Lainnya; .

b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik Daerah dan
Badan Publik Lainnya terkait;

¢. Informasi mengenai laporan keuangan Badan Publik Daerah dan
Badan Publik Lainnya terkait;dan

d. Informasi lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

(3} Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh
masyarakat dan dalam bahasa yang mudah di 1.

(4) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut
oleh PPID.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik Daerah dan
Badan Publik Lainnya memberikan dan menyampaikan informasi
publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (@)
dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi
Kabupaten. . ‘

. Bagian Kedua .
Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta ,

Pasal 10

(1} Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya wajib mengumumkan
Secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup
orang bahyak dan ketertiban umum.
(2) Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud
. pada ayat (1) disampaikan dengan cara mudah dijangkau oleh
masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Bagian Ketiga
Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 11

(1) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya wajib menyediakan
Informasi Publik setiap saat meliputi:

a. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah
penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

b. Hasil keputusan Badan Publik Daerah atau Badan Publik Lainnya
dan pertimbangannya;

¢. Seluruh kebijakan berikut dokumen pendukungnya,

d. Rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran
tahunan Badan Publik Daerah dan Badan Publik Daerah dan Badan
Publik Lainnya;

e. Perjanjian Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya dengan
pihak ketiga;

f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam
pertemuan yang terbuka untuk umum;dan

g sesuai dengan Prosedur kerja pegawai Badan Publik Daerah dan
Badan Publik Lainnya yang berkaitan dengan pelayanan
masyarakat.

(2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat
berdasarkan mekanisme keberatan dan /atau penyelesaian sengketa
dinyatakan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna
Informasi Publik.



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pcla}ksanaan kewafpban
Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya meny.edlaka\'n
informasi publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informa;n Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan
Petunjuk Teknis Komisi Informasi Kabupaten.

Bagian Keempat N
Informasi Yang Wajib Diumumkan Oleh Badan Publik Daerah dan
Badan Publik Lainnya

Pasal 12

(1) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya wajib
mengumumkan layanan informasi setiap tahun anggaran berakhir,
yang meliputi:

a. Jumlah permintaan informasi yang diterima;

b. Waktu yang diperlukan Badan Publik dan Badan Publik Lainnya
dalam memenuhi setiap permintaan informasi;

¢. Jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan

d. Alasan penolakan permintaan informasi.

(2) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya wajib membuat
dan menyediakan laporan layanan informasi publik kepada Komisi
Informasi Kabupaten paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun
pelaksanaan anggaran berakhir.

(3) Badan Publik wajib membuat Peraturan mengenai standar prosedur
operasional layanan Informasi Publik sebagai bagian dari sistem
informasi dan dokumentasi sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan.

Bagian Kelima

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh unsur-unsur Badan Publik
Lainnya
; .
Paragraf Kesatu

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah
dan/atau Badan Usaha Lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

, Pasal 13

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah
dan/atau Badan Usaha Lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah
adalah: '

a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis
kegiatan usaha jangka waktu pendirian dan permodalan
sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;

b. Nama lengkap pemegang saham, anggota direksi dan anggota dewan
komisaris perseroan;

¢. Laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi dan
laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;

d. Hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit
dan lembaga pemeringkat lainnya;

e. Sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan

pengawas dan direksi;

Mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;

g Kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai

informasi publik; '

Th



h. Pedoman pelaksanaan tata kelola pcrusahaan yang baik
berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran;

Pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;

. Perubahan tahun fiskal perusahaan;

Kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan
umum atau subsidi;

. Mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan
Informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan
dengan Badan Usaha Milik Daerah.

- wl-.-- e
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Paragraf Kedua
Informasi Publik Wajib disediakan oleh Partai Politik

Pasal 14
Informasi Publik wajib disediakan oleh Partai Politik ini adalah:
Asas dan tujuan;
Program umum dan kegiatan partai politik;
Nama, alamat dan susunan kepengurusan dan pcruoaha.nnya,
Pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Btlanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;
Mekanisme pengambilan keputusan organisasi;
Keputusan-keputusan partai; dan
g. Informasi lain yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-

undangan.

L}

e op

0

BAB V
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 15

Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya wajib membuka akses
bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan informasi
publik kecuali:

a. Informasi Publik yang apabila dibuka diberikan kepada Pemohon
Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum yaitu
informasi yang dapat:

1. menghambat proses penyehd]kan dan penyidikan suatu tindak
pidana;

2. mengungkapkan identitas informan pedlapor, saksi dan/atau
korban yang mengetahui adanya tindak pidana;

3. mengungkapkan data intelejen kriminal dan rencana-rencana
yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala
bentuk kejahatan transnasional;

4. membahayakan Kkeselamatan dan kehidupan penegak hukum
dan/atau keluarganya;

5. membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau
prasarana penegak hukum.

b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu Kkepentingan
perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dart
persaingan usaha tidak sehat;

c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan
keamanan Negara sesuai ketentuan Perundang-undangan;



(1).

(2).

(3).

(4)-

d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
pemohon inl,;ormasi publik dapat mengungkapkan lgekayaan daerah;

e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kcpada}
pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi
nasional sesuai ketentuan Perundang-undangan;

f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan
luar negeri sesuai ketentuan Perundang-undangan; o

g. Inforinasi publik yang apabila dibuka dapat mengung}capkan isi
akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun
wasiat seseorang;

h. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada}
pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi
yaitu:

Riwayat dan kondisi anggota’ keluarga;

Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan

psikis seseorang;

Kondisi keuangan asset pendapatan dan rekening bank

sescorang;

Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas;

Intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang;

Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan

dengan kegiatan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan

satuan pendidikan nonformal.

i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik Daerah atau
Intra Badan Publik Daerah dan antar Badan Publik Lainnya atau
Intra Badan Publik Lainnya yang menurut sifatnya dirahasiakan
kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

j- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.

oA 6 N

Pasal 16

Tidak termasuk dalam kategori informasi vang dikecualikan adalah

informasi berikut:

a. Ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran ataupun bentuk
kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupur’ mengikat
kedalam ataupun ke Iuar serta pertimbangan pertimbangan
lembaga penegak hukum; '

b. Rencana pengeluaran tahunan laporan keterangan
pertanggungjawaban Bupati.

Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 huruf g, antara lain apabila;

a. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
dan/atau;

b. Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-
jabatan publik. '

Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan,

Kepala Kepolisian Kabupaten Lampung Utara, Kejaksaan Negeri

Kabupaten Lampung Utara dan/atau Pimpinan Lembaga Negara

Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Peraturan

Perundang-undangan dapat membuka informasi yang dikecualikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c,

huruf d, huruf e, huruf f, huruf i dan hurufj.

Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3} dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada

pcjrilbat yang berwenang sesuai ketentuan Perundang-undangan yang
berlaku.



(5)-
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(7).
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Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat‘ (4)
untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berka_ltan
dengan keuangan atau kekayaan Negara/Daerah di pelzxgadllan,
permintaan izin diajukan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat {5]_
pemberiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan mempertimbangkan ketahanan dan keama.nap daeral_l dan
kepentingan umum, Bupati dapat menolak permintaan informasi yang
dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4} dan ayat
(5).

' BAB VI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Bagian Kesatu

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Daerah

(1)
(@)
3)

(1)
(2)

Pasal 17

Pemerintahan Daecrah dalam mengelola pelayanan informasi dan
dokumentasi di daerah menetapkan PPID.

PPID scbagaimana dimaksud pada ayat (1} melekat pada pejabat
struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi.
PPID sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

PPID sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh PPID

Pembantu yang berada di lingkungan OPD dan/atau Pejabat
Fungsional.

Bagian Kedua

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Lainnya

(1)
(2)
(3)

Pasal 19

Badan Publik Lainnya dalam mengelola pelayanan informasi dan
dokumentasi di daerah menetapkan PPID.

PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat
struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi.
PPID ditetapkan oleh masing-masing pimpinan Badan Publik Lainnya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Badan
Publik Lainnya terkait,

Bagian Ketiga ‘

Tanggung Jawab dan Weﬂ!renang PPID pada Badan Publik Daerah

Pasal 20

PPID pada Badan Publik Daerah bertanggung jawab di bidang layanan
informasi Publik yang meliputi prosés penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan dan pelayanan Informasi Publik,



Pasal 21

(1) PPID pada Badan  Publik Daerah bertanggl.}ng jawab
mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh
Informasi Publik yang berada di Badan Publik Daerah.

(2) Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (13,
PPID pada Badan Publik Daerah bertugas men_gkoord{nasﬂgan
pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap
unit/satuan kerja yang meliputi:

a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
b. informasi yang wajib tersedia setiap saat; . .
¢. informasi terbuka;lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
(3) Dalam rangka tanggung jawab scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
PPID pada Badan Publik Daerah bertugas mengkoordinasikan
pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan
kerja di Badan Publik Daerah dalam rangka pembuatan dan
pemuktahiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh
pimpinan masing-masing unit/satuan kerja sekurang-kurangnya 1
(satu) kali dalam sebulan. |

(4) Penyimpanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan dibidang kearsiparn.

Pasal 22

(1) PPID pada Badan Publik Daerah bertanggung jawab
mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi
Publik di bawah penguasaan Badan Publik Daerah yang dapat
diakses oleh publik.

(2) Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PPID pada Badan Publik Daerah bertugas mengkoordinasikan
penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman
dan/atau permohonan.

(3) Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik, PPID pada
Badan Publik Dacrah bertugas untuk mengkoordinasikan:

a. pengumuman Informasi Publik melalui media yang.secara efektif
dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan

b. penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik
dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan
penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat.

(4) Dalam hal adanya permohcnan Informasi Publik, PPID pada Badan
Publik Daerah bertugas:

a. mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat
diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit
pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan Informasi
Publik;

b. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu
dikecualikan;

¢. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara
jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;

d. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang
dikecualikan beserta alasannya; dan

¢. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas

informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi
Pubilik.



¥

(5) Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan
Informasi Publik, PPID pada Badan Publik Daerah bertugas
mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatz.m
diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila
permohonan Informasi Publik ditolak.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID pada Badan
Publik Daerah berwenang:

a. mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam
melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

b. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak
berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur
dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;

¢. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila
Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang
dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan
tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan
keberatan atas penolakan tersebut; dan

d. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di
bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara,
dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan dzlam hal Badan
Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

1 LY

Bagian Keempat R
Tanggung Jawab dan Wewenang PPID pada Badan Publik Lainnya

Pasal 24

(1) PPID 'pada Badan Publik Lainnya bertanggung jawab di bidang
layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

(2) PPID pada Badan Publik Lainnya bertugas melakukan
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan
Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID pada
Badan Publik Lainnya berwenang:

a. mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di dalam
organisasinya dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

b. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau
tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana
diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi
Publik;

c. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila
Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang
dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta
pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk
mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.

Pasal 25

Ta.ta kerja PPID pada Badan Publik Daerah dan pada Badan Publik
Lainnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati,



Bagian Kelima

Pengujian tentang Konsekuensi oleh PPID pada Badan Publik Daerah
dan Badan Publik Lainnya

Pasal 26

PPID pada Badan Publik Daerah dan Badan Publi_k Lainnya wajib
melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 dengan seksama dan penuh ketelitan sebelum
menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh
setiap orang.

]

Pasal 27

(1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf
b, huruf ¢, huruf d, huruf e dan huruf f tidak bersifat permanen,

(2} Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang
konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta
setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi
Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada
membukanya atau sebaliknya.

BAB VII
MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI

Pasal 28

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan
untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik secara
tertulis atau tidak tertulis.

(2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi
Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian
informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Pubiik. =

{(3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat pennintaan
Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.

(4) Badan Publik wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan
Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)
berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.

(5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atsu melalui
surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat- penerimaan

(6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor
pendaftaran dapat diberikan  bersamaan dengan pengiriman
informasi.

(7) Paling lambat 10 {sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan,
Pejabat  Publik yang bersangkutan  wajib menyampaikan
pemberitahuan tertulis yang berisikan:

a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya
ataupun tidak;

b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang
menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang
diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik
yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi
yang diminta; _

C. penerimaan atau penolakan permintaan informasi disertai
dengan alasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;

d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian
dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;



e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang
dikecualikan, miaka informasi yang dikecualikan tersebut dapat
dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya; o

f. alat penyampaian dan format informasi yang akan diberikan;
dan/atau . '

g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang
diminta.

(8) Pejabat, Publik bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk
mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7},
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan
alasan secara tertulis.

(9) Ketentuan ' lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi
kepada Badan Publik dan Badan Publik Lainnya diatur oleh Komisi
Informasi Kabupaten.

: BAB VIII
KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
MELALUI KOMISI INFORMASI KABUPATEN
Bagian Kesatu
Pengajuan Keberatan

Pasal 29

(1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan baik
tertulis maupun tidak tertulis dalam hal ditemukannya alasan
sebagai berikut: '

a. penolakan atas permohonan Informasi Publik berdasarkan
alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9;

c. tidak ditanggapinya permohonan informasi Publik;

d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang
diminta;

¢. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;

f.  pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

8. penyampaijan Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur
dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan
kepada atasan PPID melalui PPID terkait.

(3} PPID terkait memberikan nomor registrasi pada setiap permohonan
pengajuan keberatan yang diajukan kepadanya dalam buku registrasi
keberatan.

(4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.

Pasal 30

(1) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya ' wajib
mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai dengan
nama, alamat, dan nomor kontak PPID. .

(2) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya dapat menggunakan
sarana komunikasi yang efektif dalam menerima keberatan sesuai
dengan kemampuan $umber daya yang dimilikinya.

Pasal 31
Tata cara pengajuan keberatan diatur lebih lanjut melalui Peraturan
Bupati.

1



Bagian Kedua
Tanggapan Atas Keberatan
Pasal 32

(1) Atasan PPID pada Badan Publik Daerah atau pimpinan Badan Publik
Lainnya wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan
tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-
lambatnya 30 {tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan
tersebut dalam buku register keberatan. ,

(2) Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memuat:

a. Tanggal pembuatan surat tanggapan keberatan; ‘

b. Nomor surat tanggapan atas keberatan; '

c. Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID terkait atas keberatan
yang diajukan; .

d. Perintah atasan PPID kepada PPID terkait untuk .memberikan
sebagian atau seluruh Informasi Publik yang diminta dalam hal
keberatan diterima; dan

e. Jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada
huruf d.

{3) PPID pada Badan Publik Daerah dan PPID pada Badan Publik
Lainnya wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} pada saat ditetapkannya keputusan tertulis
tersebut.

Pasal 33

(1) Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak
yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan
PPID atau pimpinan Badan Publik Lainnya berhak mengajukan
permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi
Informasi Kabupaten selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja
sejak diterimanya keputusan atasan PPID atau pimpinan Badan
Publik Lainnya.

(2) Tata cara penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi Kabupaten
diatur lebih lanjut dalam peraturan Komisi Informasi Kabupaten
mengenai penyelesaian sengketa informasi.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi Kabupaten

Pasal 34

(1) Upaya. penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada
Komisi Informasi Kabupaten sesuai dengan kewenangannya apabila
tanggapan atasan Pejabat atau pimpinan Pengelola Informasi dan

Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon
Informasi Publik.

(2} Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya
tanggapan tertulis dari atasan atau pimpinan pejabat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat {1).



Pasal 35

isi Informasi Kabupaten harus mengupayakan penyt_eles_alaq

t gg:'i;keta Informasi Pu‘glik melalui Mediasi dan / atau Ajudikasi

nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas}) hari .kcr]a . setelah
menerima permohonan penyelesaian Sengketa .Infonnasx Publik.

(2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pgtda ayat (1)
paling lambat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Pasal 36

Putusan Komisi Informasi Kabupaten yang berasal dari kesepakatan
melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

BAB IX
HUKUM ACARA KOMISI
Bagian Kesatu
Mediasi

Pasal 37

(1} Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan pilihan para pihsk
dan bersifat sukarela.

(2} Penyelesaian sengketa melalui mediasi hanya dapat dilakukan
terhadap pokok perkara dalam Pasal 29 ayat (1} huruf b, huruf c,
huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g ,

(3} Kesepakatan para pihak dalam proses mediasi dituangkan dalam
bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi Kabupaten.

1 LY
Pasal 38

Dalam proses mediasi anggota Komisi Informasi Kabupaten berperan
sebagai mediator.

" Bagian Kedua
Ajudikasi

Pasal 39

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi
oleh Komisi Informasi Kabupaten hanya dapat ditempuh apabila upaya
mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau
para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang
bersengketa menarik diri dari perundingan.

Pasal 40

(1) Sidang Komisi Informasi Kabupaten yang memeriksa dan memutus
perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan
harus berjumlah gasal.

(2) Sidang Komisi Informasi Kabupaten bersifat terbuka untuk umum.

(3) Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen
yang {ermasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup.

(4) Anggota Komisi Informasi Kabupaten wajib menjaga rahasia
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



(1)

(2)

(3)

4)

(1)

(2)

(1)

Bagian Ketiga
Pemeriksaan

Pasal 41

Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten menerima permohonan.
penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Infon.na.m
Kabupaten memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak
termohon.

Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah
pimpinan Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya atau
pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam
proses pemeriksaan.

Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2},
Komisi Informasi Kabupaten dapat memutus untuk mendengar
keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis. '

Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada
wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Bagian Keempat
Pembuktian

Pasal 42

Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya harus
membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila
menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya harus
menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila Pemohon
Informasi Publik mengajukan permchonan penyelesaian Sengketa

Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf
b,c,de, f, dan g

Bagian Kelima
Putusan Komisi Informasi Kabupaten

Pasal 43

Putusan Komisi Informasi Kabupaten tentang pemberian atau
penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian 'informasi yang
diminta berisikan ss‘tlah satu perintah di bawah ini: |

a. membatalkan putusan atasan Badan Publik Dacrah atau
putusan Badan Publik Lainnya dan memutuskan untuk
memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh
Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi
Informasi;

b. mehgukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi pada Badan Publik Daerah dan atau putusan
pimpinan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada
Badan Publik Lainnya untuk tidak memberikan informasi yang

diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15. .



misi Informasi Kabupaten tentang pokok keberataq

@ ::‘tf::;'nmaf; dimaksud dalam Pasal 1-5 ayat.(l} h‘l.lrlzlf .b sampal
dengan huruf g, berisikan salah satu perintah d1. bawak: ini: _
a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

untuk menjalankan kewajibannya; . . .

b. memerhltagxkan l":’»adan Publik Daerah dan Badan Publik Lauu}ya
untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian
informasi sebagaimana diatur dalam,; '

c. Peraturan Bupati ini; atau mengukuhkan pertimbangan atasan
Badan Publik Daerah dan pertimbangan pimpinan Badan Publik
Daerah dan pertimbangan pimpinan Badan Publik Lainnya atau
memutuskan  mengenai biaya  penelusuran  dan/atau
penggandaan informasi. -

(3) Putusan Komisi Informasi Kabupaten diucapkan dalan} s1dang
terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi
yang dikecualikan.

{4} Komisi Informasi Kabupaten wajib memberikan salinan putusannya
kepada para pihak yang bersengketa.

(5) Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus suatu perkara
memilki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil,
pendapat anggota komisi tersebut dilampirkan dalam putusan dan
menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut.

BAB X
GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI
Bagian Kesatu
Gugatan ke Pengadilan

Pagsal 44 Y
(1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara
apabila yang digugat adalah Badan Publik Daerah.
(2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila
yang digugat adalah Badan Publik Lainnya.

Pasal 45

(1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1)
dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para
pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima
putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi Kabupaten paling lambat
14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.

(2) Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di
Komisi Informasi Kabupaten dan di pegadilan bersifat tertutup.

Pasal 46

(1) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam
penyelesaian  Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau
penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang
diminta berisi salah satu perintah berikut: '

a. membatalan putusan Komisi Informasi Provinsi dan/atau
memerintahkan Badan Publik Daerah atau Badan Publik Lainnya:
1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan
oleh Pemohon Informasi Publik; atau

2. menolak membeérikan sebagian atau seluruh ‘informasi yang
diminta oleh Pemohon Informasi Publik. ."



b. menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan
Badan Publik Daerah atau Badan Publik Lainnya:
1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh
Pemohon Informasi Publik; atau
2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang
diminta oleh Pemohon Informasi Publik.

(2} Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri
dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pokok
keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b,
¢, d, ¢, f dan g berisi salah satu perintah berikut:

a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
atau pimpinan Badan Publik Lainnya yang berwenang untuk
menjalankan kewgjibannya sebagaimana ditentukan 'dalam
Peraturan Daerah ini dan/atau memerintahkan untuk
memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah ini; :

b. menolak permohonan Pemohon Informasi Publik;

memutuskan bidya penggandaan informasi; dan * _.

Pengadilan tata wusaha negara atau pengadilz.n  negeri

memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang
bersengketa.

a0

BAB XIII
) KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 2% - 11 — 2017
BUPATI LAMPUNG UTARA,
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L N % ,ﬂ | AGUNG ILMU MANGKUNEGARA
Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 2017
SEKRETARIS DAERAH ’
KABUPATEN G UTARA,
SIR
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